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BAB II 

KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF 

A. Pengertian Wakaf 

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal 

kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau 

tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yuqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-

Yahbisu-Tahbisan”.1 

Menurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah, 

misalnya ا��� �� ��	و “saya menahan diri dari berjalan”2 

Pengertian menghentikan ini. Jika dikaitkan dengan waqaf dalam 

istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur’an. Begitu pula 

bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam diri 

atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. 

Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang 

berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah 

wakaf atau habs. Khusus istilah habs di sini, atau ahbas biasanya 

dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki.3 

Menurut istilah syara’, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam 

Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (��
 ا

                                                           
1 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr al-

Mu’ashir, 2008, hlm, 151.  
2 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj Masykur A.B, Afif 

Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007, hlm. 635 
3 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: UI Press, 1988, cet 1, hlm. 80 
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�����), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan 

dengan ��
 ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak ����� ا

diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, 

disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya 

adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf 

tanpa imbalan.4 

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama’ berbeda pendapat dalam 

memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat 

yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli 

fiqih adalah sebagai berikut : 

a) Menurut Abu Hanifah 

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap 

milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. 

Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si 

wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. 

Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli 

warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan 

manfaat”. 

Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak 

melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai 

                                                           
4 loc. cit 
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hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak 

kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.5 

b) Menurut Mazhab Maliki 

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan 

harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut 

mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan 

kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif 

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik 

kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk 

digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya 

itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan 

seperti mewakafkan uang. 

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa 

tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta 

menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi 

membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu 

pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi 

milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan 

karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).6 

c) Menurut Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal 

Syafi’i dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan 

harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur 

                                                           
5 Wahbah az-Zuhaili, op. cit, hlm. 151 
6
 Ibid. 
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perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang 

diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada 

yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta 

yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif 

menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf ‘alaih 

(yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, di mana waqif 

tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif 

melarang, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada 

mauquf ‘alaih. 

Maka dari itu Mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah: 

“Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai 

milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu 

kebajikan (sosial)”.7 

Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. 

Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan 

mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan mesjid, kemudian 

mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah 

mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (uruf). Walaupun secara lisan 

ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. 

Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (sariih) atau tidak. Atau ia 

memaknai kata-kata habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, 

                                                           
7 Ibid, hlm. 153 
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harramtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya 

dengan niat wakaf. 

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif 

tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut 

Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda 

yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi 

wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal dzatnya karena wakaf 

bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya.8 

d) Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr 

 يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف فى عينه حبس مال تصرف

 9منافعه فى البر تقربا الي االله تعالى 

Artinya: “Dengan wakaf dimungkinkan adanya pengambilan manfaat 
beserta menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil 
manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri 
kepada Allah”. 

e) Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya al-Ahwalus Syakhsiyah 

menyebutkan bahwa wakaf adalah : 

“Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan 

mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat”10 

 

 

                                                           
8 Ibid. 
9 Taqiyuddin Abi Bakr, Kifayah al Akhyar, Juz 1, Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, t.th, hlm. 

319 
10 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Ahwad al-Syakhsiyah, dikutip oleh Abdul Halim, 

Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 9 
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f) Sayyid Sabiq  

 11.االله سبيل فى منافعه وصرف المال حبس اى الثمرة وتسبيل الاصل حبس

Artinya: “Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya 
dijalan Allah” 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syari’at Islam 

kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu 

perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/ 

mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di 

jalan Allah/ dalam jalan kebaikan. 

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut : 

a) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 
badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau 
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam 
 

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian 

benda wakaf adalah : 

Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan 
yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam 
 

b) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) 

menyatakan bahwa : 

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah 

                                                           
11 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz 3, Beirut: Darul Kutub, t.th., hal. 378. 
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c) Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 

2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : 

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah. 
 

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan 

bahwa wakaf meliputi: 

a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang. 

b. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau  tidak habis apabila 

dipakai. 

c. Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian 

harta tersebut  tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual 

belikan. 

d. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan 

ajaran Islam.12 

 

B. Dasar Hukum Wakaf 

Dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya ajaran wakaf bersumber 

dari pemahaman teks ayat Al-Qur’an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam 

ayat Al-Qur’an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada 

adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur’an yang dikategorikan 

                                                           
12 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 

hlm. 491. 
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sebagai amal kebaikan. Demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf 

walaupun secara implisit. Misalnya Firman Allah : 

1) Surat Ali Imran ayat 92 

��� ������	
�� �
������ 
����ִ� ���������� ��☺�� 

� �!"�#$� � �#�%& ���������� 
��� '�(�⌧* +,-.�/ 01�� 2��-3 

456-7#8 94:;     
 

Artinya : “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang 
kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka 
Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.13 

 
2) Surat Al-Baqarah ayat 261 

=�>+� #?@�֠01�� #,������B 
(5D��%���&' F-? ;=G-"ִ! 

*1�� ;=�Hִ☺⌧I JKL"ִ� 
MN#O%P3Q&' ִRSTִ! U=-3�%�ִ! 

F-? ;V=�I TW��T3
! 
�K�Y���Z� TKL"ִ� [ \1��%& 
���]U4B �ִ☺�� ^�1�#_	` [ 

\1��%& RRa!%& b56-7#8 9:�c;     
 

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa 
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada 
tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 
bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-
Nya) lagi Maha mengetahui”.14 

 
3) Surat Al-Hajj ayat 77 

�ִDdB&We]#B �f@�֠01�� 
����#��%� ����UgSh�� 

��&i�j(!��%& 

                                                           
13 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung : PT. Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009, hlm. 62. 
14 Ibid, hlm. 32. 
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��&i"M��%& Sk�[l3%h 
����7ִ��/��%& %
Smִn���� 

Sk�"e7ִ��� � ��-7���� � 9oo;     
 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu 
mendapat kemenangan.15 

 

Menanggapi ayat di atas, Imam Ahmad al-Maragi dalam tafsirnya al-

Maragi menyatakan bahwa: wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan 

Rasulnya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadah kepadanya 

dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepadanya, 

dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian melakukannya, 

seperti mengadakan hubungan silaturrahmi dan menghiasi diri dengan akhlak 

yang mulia, supaya beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian 

cita-citakan.16 

Selain dalam Al-Qur’an di dalam beberapa Hadits juga dijelaskan 

tentang shadaqah secara umum yang dapat dipahami sebagai wakaf. 

Diantaranya Sabda Nadi SAW : 

 عنه انقطع الانسان مات اذا: قال وسلم عليه االله صلى االله رسول ان هريرة ابي عن

. يدعوله صالح ولد او, به ينتفع اوعلم, جارية صدقة من الا :ثلاثة من لاا عمله

  17).مسلم رواه(

                                                           
15 Op. cit, hlm. 341 
16 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, juz 17, Semarang : Karya 

Toha Putra, tth, hlm. 262 
17 Imam Muslim, Shahih Muslim, Jilid III, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tth, hlm. 1255 



 

 

28 

 

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): 
Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh 
yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim). 

 

Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Indonesia diatur dalam berbagai 

peraturan dalam perundang-undangan, yaitu : 

a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara 

Perwakafan Tanah Milik. 

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian 

Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah 

Milik. 

d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang 

Sertifikasi Tanah Wakaf. 

e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan 

Penyertifikatan Tanah Wakaf. 

f. Instruksi Presidan Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam.18 

g. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

h. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

                                                           
18 Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 

57-58 
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C. Tujuan dan Fungsi Wakaf 

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, 

baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, 

baik tujuan umum maupun khusus 

1) Tujuan Umum : 

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi 

sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang 

beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan 

yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, 

cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di 

mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang 

miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong 

yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk 

melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, 

sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.19 

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi 

pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada 

pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat 

                                                           
19 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, Depok: IIMan Press, 2004, hlm. 

83 
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sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang 

sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling 

utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap 

dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di 

situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat 

dapat diwujudkan.20 

2) Tujuan Khusus  

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat 

penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya 

manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, 

semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari’at Islam, di 

antaranya : 

Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan 

hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab 

keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. 

Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan 

merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. 

Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan 

orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta 

bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, 

sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya. 

                                                           
20 ibid, hlm. 84 
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Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang 

ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, 

seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana 

wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang 

tersebut.21 

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 
menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai 
dengan fungsinya. 

 
Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf 

adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. 
 
Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf 

berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk 
kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. 

 
Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya 

sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya 

kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu’amalah. 

Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan  dapat 

tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang 

lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus 

dapat mengambil manfaatnya. 

 

D. Rukun dan Syarat Wakaf 

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. 

Rukun wakaf ada empat (4), yaitu : 

                                                           
21 Ibid, hlm. 85 
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1. Wakif (orang yang mewakafkan harta); 

2. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan); 

3. Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf); 

4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk 

mewakafkan sebagian harta bendanya).22 

Para Ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. 

Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang 

substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi’iyah, Zaidiyah dan Hanabilah 

memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari waqif, mauquf alaih, mauquf bih 

dan sighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang 

mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sighat (lafal) yang 

menunjukkan makna/ substansi wakaf.23 

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul 

Pranata Ekonomi Islam Wakaf, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf 

(waqif), harta yang diwakafkan (mauquf bih), penerima wakaf (mauquf 

‘alaih), pernyataan atau ikrar wakaf (shighat), dan pengelola (nadzir, qayim, 

mutawali) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertangguang jawab 

untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf 

sesuai dengan peruntukannya.24 

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

yaitu Pasal 6 menyatakan bahwa : 

                                                           
22 Nawawi, Ar-Raudhah, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat 

Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm, 21. 
23 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, op. cit, hlm. 87  
24 Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, Pranata Ekonomi Islam Wakaf, Yogyakarta: 

Dinamika, 2009 , hlm. 58 
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Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Wakif; 
b. Nadzir; 
c. Harta benda wakaf; 
d. Ikrar wakaf; 
e. Peruntukan harta benda wakaf; 
f. Jangka waktu wakaf 

 
Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang 

telah disebutkan adalah : 

1. Waqif (orang yang mewakafkan) 

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan tabbaru’ 

(mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif cakap 

melakukan tindakan tabarru’.25 Artinya, sehat akalnya, dalam keadaan 

sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, dan telah mencapai umur 

baligh.26 Dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.27 

Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang 

terpaksa/dipaksa, tidak sah.28 

Abdul Halim dalam buku Hukum Perwakafan di Indonesia 

mengatakan ada beberapa syarat bagi waqif, yaitu : 

a. Wakaf harus orang yang merdeka; 

b. Baligh; 

c. Berakal; 

d. Cerdas. 

                                                           
25 Muhammad Rawas Qal’ah, Mausuah Fiqh ‘Umar ibn al-Khattab, Beirut : Dar al-

Nafais, 1409H/1989M, dikutip oleh Ahmad Rofiq, op, cit, hlm. 493 
26 Abi Yahya Zakariyah al-Ansari, Fath al-Wahhab, juz 1, Beirut : Dar al-Fikr, dikutip 

oleh Ahmad Rofiq, ibid. 
27 Mohammad Daud Ali, op, cit, hlm.85 
28 Sayyid Bakri al-Dimyati, I’anah al-Talibin, juz 3, Beirut : Dar al-Fikr, dikutip oleh 

Ahmad Rofiq, ibid, hlm. 494. 
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Jalaluddin al-Mahally29 menambahkan, wakif bebas berkuasa atas 

haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu 

orang atau badan hukum. Wakif menurut al-Mahally mesti orang yang 

“shihhatu ibarah dan ahliyatut-tabarru”, wakif harus cakap hukum dalam 

bertindak. Jadi tidak bisa wakif itu orang yang berada dalam pengampuan, 

anak kecil dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal 

mu’amalah (tabarru’). Wakaf menjadi sah, apabila wakif telah dewasa, 

sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur 

keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si wakif memiliki benda itu secara 

utuh.30 

Sedangkan dalam KHI Pasal 217 ayat 1 bahwa : 

Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah 
dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk 
melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan 
benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 

Dalam Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa : 

Waqif meliputi : 
a. Perseorangan; 
b. Organisasi; 
c. Badan Hukum. 

 
Sedangkan dalam Pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, 

bahwa : 

a. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal 
sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta 
benda wakaf; 

                                                           
29 Jalaluddin al Mahally, Qalyubi, dikutip oleh Abdul Halim, op, cit, hlm. 17 
30 Ibid. 



 

 

35 

 

b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 
mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan 
anggaran saran organisasi yang bersangkutan; 

c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 
mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan 
anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan; 

 
Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 

2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat 2 

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 
 

2. Mauquf bih (harta benda wakaf) 

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan 

lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. 

Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut : 

a. Benda harus memiliki nilai guna. 

Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak 

yang bersangkut paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak 

pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang 

tidak berharga menurut syara’, yaitu benda yang tidak boleh diambil 

manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram 

lainnya. 

b. Benda tetap atau benda bergerak. 

Secara umum yang dijadikan sandaran golongan syafi’iyah dalam 

mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari 

harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak 

maupun barang kongsi (milik bersama). 
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c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad 

wakaf. 

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti 

seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan nisab  terhadap 

benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain 

sebagainnya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap 

harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan 

sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya. 

d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (al-milk 

at-tamm) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. 

Dengan demikian jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau 

belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka 

hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam 

sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.31 

Ada perbedaan pendapat menurut ulama mazhab dalam 

menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkan, yaitu: 

Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu : 

a. Harus bernilai harta menurut syara’ dan merupakan benda tidak 

bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, 

karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam 

pandangan syara’. Di samping itu haqq al-irtifaq (hak memanfaatkan 

harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karena hak seperti itu tidak 

                                                           
31 Elsa Kartika Sari, op. cit, hlm 60-61 
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termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerak pun tidak bisa 

menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap. 

b. Tentu dan jelas. 

c. Milik sah waqif, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang 

lain pada harta itu. 

Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan itu : 

a. Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain. 

b. Harta tertentu dan jelas. 

c. Dapat dimanfaatkan. 

Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jaminan utang, dan 

harta yang sedang disewakan orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi 

Ulama Mazhab Maliki membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk 

dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang, dan benda tidak bergerak 

lainnya. 

Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanabilah mensyaratkan harta 

yang diwakafkan itu : 

a. Sesuatu yang jelas dan tertentu. 

b. Milik sempurna waqif dan tidak terkait dengan hak orang lain. 

c. Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat. 

d. Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi 

waktu. 

Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng, seperti 

makanan tidak sah wakafnya. Di samping itu, menurut mereka, baik harta 
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bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, 

seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.32 

Dalam KHI pasal 217 ayat 3 menyatakan bahwa : 

Benda wakaf sebagaimana dalam 215 ayat 4 harus merupakan benda milik 
yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. 
 

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang wakaf walaupun 

tidak seperti UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang secara rinci 

menjelaskan dan mengatur tata cara perwakafan 

 
Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf, bahwa : 

Harta benda wakaf terdiri dari : 
a. Benda tidak bergerak, meliputi : 

1) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 
terdaftar; 

2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana 
dimaksud pada huruf 1; 

3) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah; 
4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 

syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, 

meliputi 
1) Uang, 
2) Logam mulia, 
3) Surat berharga, 
4) Kendaraan, 
5) Hak atas kekayaan intelektual, 
6) Hak sewa, dan 
7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab. 
 

                                                           
32 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Intermasa, 2003, cet 6, 

hlm.1906 
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Setelah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka 

segala sesuatu yang sesuai dengan Pasal 16 dapat diwakafkan baik benda 

bergerak atau benda tidak bergerak, tidak hanya tanah atau bangunan saja 

yang dapat diwakafkan. 

 
Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 

Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 15 

Jenis harta benda wakaf meliputi : 
a. Benda tidak bergerak; 
b. Benda bergerak selain uang; 
c. Benda bergerak berupa uang. 

 
3. Mauquf ‘alaih ( penerima wakaf) 

Yang dimaksud Mauquf ‘alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan 

wakaf).33 Mauquf ‘alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai 

ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian 

dari ibadah.34 

Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, 

maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang 

dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.35 

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan 

diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan 

amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu Mauquf 

‘alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para Ulama’ fiqih 

                                                           
33 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, op, cit, hlm. 46  
34 Elsa Kartika Sari, op. cit, hlm 62 
35

 ibid 
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sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang 

membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan. 

Namun terdapat perbedaan antara para Ulama’ fiqih mengenai 

jenis ibadat di sini, apakah ibadat menurut keyakinan wakif atau keduanya, 

yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif. 

a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar Mauquf ‘alaih (yang diberi 

wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut 

keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak 

sah, karena itu: 

1) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi’ar-syi’ar Islam dan pihak 

kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat 

penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi’ar-syi’ar 

Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub 

judi. 

2) Sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum seperti tempat 

ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya 

masjid, bantuan kepada jama’ah haji dan lain-lain. Adapun kepada 

selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan 

agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan 

gereja hukumnya tidak sah. 

b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar Mauquf ‘alaih (peruntukan wakaf) 

untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada 
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semua syi’ar Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf 

non muslim kepada masjid dan syari’at-syari’at Islam. 

c. Madzhab Syafi’i dan Hambali mensyaratkan agar Mauquf ‘alaih 

adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang 

keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada 

badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan 

kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan 

non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan 

Islam seperti gereja. Secara khusus ahli fiqih dari Madzhab Syafi’i 

(Syafi’iyyah) membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian : 

orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu) dan tidak 

tertentu.36 

Dalam Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004, disebutkan: 

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat 
diperuntukkan bagi: 
a. Sarana dan kegiatan ibadah; 
b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 
c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; 
d. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 
 

4. Sighat (lafadz) / ikrar wakaf 

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan 

tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. 

Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan 

wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak 

                                                           
36 Direktorat Pemberdayaan Wakaf,op, cit, hlm. 47-48 
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dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan 

dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak 

penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.37 

Adapun lafadz sighat wakaf ada dua macam, yaitu : 

a. Lafadz yang jelas (sharih). 

Lafal wakaf bisa dikatakan jelas apabila lafal itu populer sering 

digunakan dalam transaksi wakaf. Ada tiga jenis lafal yang termasuk 

dalam kelompok ini yaitu: al waqf (wakaf), al-habs (menahan) dan al-

tasbil (berderma).38 

Bila lafal ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sahlah wakaf itu, 

sebab lafal tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali 

kepada wakaf. 

Selain ketiga bentuk ini, para fuqoha masih berselisih pendapat. 

Ibnu Qudamah39 berkata : “Lafal-lafal wakaf yang sharih (jelas) itu 

ada tiga macam yaitu: waqaftu (saya mewakafkan), habistu (saya 

menahan harta) dan sabbitu (saya mendermakan). 

Dalam kitab Raudhah Al Thalibin40 Imam Nawawi berkata : 

“Perkataan waqaftu (saya mewakafkan), habistu (saya menahan), atau 

didermakan, semua itu merupakan lafal yang jelas, dan yang demikian 

ini adalah yang paling benar sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas 

fuqaha” 

                                                           
37 Elsa Kartika Sari, loc. cit. 
38 Ibnu Qudama, Al Mughni, juz 6, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 

op. cit, hlm. 89 
39 Ibid,. 
40 Ibid . 
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Dalam kitab Al-Manhaj,41 Imam Nawawi menyepakati 

kesahihan lafal sarih di atas. Karenanya, jika seseorang menyatakan, 

“aku menyedekahkan tanahku ini secara permanent” atau “aku 

menyedekahkan tanahku ini tidak untuk dijual maupun untuk di 

hibahkan”, maka yang demikian itu, menurut pendapat yang paling 

benar, dinilai sebagai lafadz yang jelas. 

Namun kejelasan yang digambarkan oleh Nawawi pada contoh 

terakhir bukan merupakan kejelasan secara langsung. Lafal ini menjadi 

sarih (jelas) karena adanya indikasi yang  mengarah pada makna 

wakaf secara jelas. Jika tidak ada indikasi tersebut, maka ungkapan itu 

dengan sendirinya menjadi samar tau tidak jelas.42 

b. Lafaz kiasan (kinayah) 

ت��	� و���� وا��  

Kalau lafal ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. 

Sebab lafadz “tashaddaqtu” bisa berarti shadaqah wajib seperti zakat 

dan shadaqah sunnah. Lafadz “harramtu” bisa berarti dzihar, tapi bisa 

juga berarti wakaf. Kemudian lafadz “abbadtu” juga bisa berarti semua 

pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafadz 

kiyasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan 

niat wakaf secara tegas.43 

                                                           
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, op, cit, hlm. 56 
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Ada perbedaan pendapat antara Ulama’ Madzhab dalam 

menentukan syarat sighat (lafadz). Syarat akad dan lafal wakaf cukup 

dengan ijab saja menurut ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali. Namun, 

menurut ulama Madzhab Syafi’i dan  Maliki, dalam akad wakaf harus ada 

ijab dan kabul, jika wakaf ditujukkan kepada pihak/ orang tertentu.44 

Sedangkan di dalam KHI Pasal 223 menyatakan bahwa : 

1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf 
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan 
ikrar wakaf. 

2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. 
3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, 

dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 
(dua) orang saksi. 

4) Dalam melakukan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang 
mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat yang tersebut 
dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut : 
a. Tanda bukti pemilikan harta benda, 
b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka 

harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat 
oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak 
bergerak dimaksud. 

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari 
benda tidak bergerak yang bersangkutan. 
 
Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf, bahwa : 

1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. 
2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit 

memuat : 
a. Nama dan identitas wakif; 
b. Nama dan identitas nadzir; 
c. Data dan keterangan harta benda wakaf; 
d. Peruntukan harta benda wakaf, dan 
e. Jangka waktu wakaf. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana 
dimaksudkan pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

                                                           
44 Abdul Aziz Dahlan, op. cit, hlm. 1907 
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Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 

Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 32 menyatakan bahwa : 

1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW 
dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagiamana dimaksud dalam Pasal 30 
ayat (1) 

2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh 
Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nadzir untuk 
kepentingan Mauquf alaih. 

3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nadzir 
dituangkan dalam AIW oleh PPAIW. 

4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat : 
a. Nama dan identitas Wakif; 
b. Nama dan identitas Nadzir; 
c. Nama dan identitas Saksi; 
d. Data dan keterangan harta benda wakaf; 
e. Peruntukan harta benda wakaf; dan 
f. Jangka waktu wakaf. 

5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan 
identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang 
dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi 
badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran 
dasar masing-masing. 

6) Dalam hal Nadzir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama 
dan identitas Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang 
dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus 
organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan 
ketentuan anggaran dasar masing-masing.  
 

Setiap pernyataan/ ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada 

nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan 

disaksikan oleh 2 orang saksi. 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 maka Kepala Kantor 

Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW. 

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah : 

a. Dewasa. 
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b. Beragama Islam. 

c. Berakal sehat. 

d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan 

atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, karena alasan yang 

dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat 

kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.45 

5. Nadzir (pengelola wakaf) 

Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk 

memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan 

perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya 

menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan 

wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.46 

Beberapa syarat yang harus dipenuhinya untuk menjadi Nadzir 

yaitu terdapat pada pasal 219 KHi: 

1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari 
perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a. Warga Negara Indonesia, 
b. Beragama Islam, 
c. Sudah dewasa,  
d. Sehat jasmani dan rohani, 
e. Tidak berada di bawah pengampuan, 
f. Berempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang 

diwakafkannya. 

                                                           
45 Elsa Kartika Sari, op, cit, hlm. 63. 
46 Ibid. 
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Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi nadzir asal saja ia berhak 

melakukan tindakan hukum. Adapun mengenai ketentuan nadzir 

sebagaimana tercantum pada pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 meliputi: 

Nadzir meliputi: 
a) Perorangan; 
b) Organisasi; atau 
c) Badan hukum. 

 
Dalam Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dinyatakan bahwa : 

1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya 
dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: 

a. Warga negara Indonesia; 
b. Beragama Islam; 
c. Dewasa; 
d. Amanah; 
e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan 
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat 
menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan : 
a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

nadzir perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan 
b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. 
3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya 

dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan : 
a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

nadzir perseorangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); dan 
b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan 
c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, 

pendidikan kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 
 
Apabila seorang waqif menentukan syarat dalam pelaksanaan 

pengelolaan benda wakaf, yang mana syarat tersebut tidak bertentangan 

dengan tujuan wakaf, maka nadzir perlu memperhatikannya. Tetapi 

apabila syarat tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf semula, seperti 
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masjid yang jama’ahnya terbatas golongan tertentu saja. Nadzir tidak perlu 

memperhatikan.47 

6. Jangka Waktu. 

Para fuqoha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam 

wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkannya sebagai syarat tetapi 

ada juga yang tidak mencantumkannya. Karena itu, ada di antara fuqoha 

yang membolehkan Muaqqat (wakaf untuk jangka waktu tertentu). 

Pendapat pertama yang menyatakan wakaf haruslah bersifat 

permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. 

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi’iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali 

Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja’fariyah dan Zahriyah 

berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) 

dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu. 

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat 

sementara didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari 

kalangan Ja’fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi’iyah. Menurut 

mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang 

maupun pendek. 

Di Indonesia, syarat permanen sempat dicantumkan dalam KHI. 

Pada pasal 215 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum 

seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan 

sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya 

                                                           
47 Ahmad Rofiq, op. cit, hlm. 501 
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guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 

ajaran Islam. Jada menurut pasal tersebut wakaf sementara tidak sah. 

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya UU No. 41 

Tahun 2004. Pada Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tersebut dinyatakan 

bahwa wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan 

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. 

Jadi, menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan 

sesuai dengan kepentingannya.48 

 

E. Macam-macam Wakaf 

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan 

berdasarkan atas beberapa kriteria : 

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga : 

a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan 

wakafnya untuk kepentingan umum. 

b. Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk 

memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan 

orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau 

sehat, dan tua atau muda. 

                                                           
48

 Abdul Ghofur Anshari, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: 
Pilar Media, 2006, cet 2, hlm. 30. 
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c. Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk 

umum dan keluarga secara bersamaan. 

2. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua 

macam: 

a. Wakaf abadi 

Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah 

dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan 

oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian 

hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya 

untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya. 

b. Wakaf sementara 

Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak 

ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian 

yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan 

wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. 

3. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam : 

a. Wakaf langsung 

Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, 

seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk kegiatan mengajar, rumah 

sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya. 

b. Wakaf produktif 
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Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan 

hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.49 

Menurut Fyzee Asaf A.A. yang mengutip pendapat Ameer Ali 

membagi wakaf dalam 3 golongan sebagai berikut : 

a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda. 

b. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin, dan 

c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata. 

Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf terbagi menjadi wakaf ahli 

(keluarga atau khusus) dan wakaf umum (khairi). 

1. Wakaf keluarga (ahli ) 

Merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu 

seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan. Misalnya, wakaf 

buku-buku untuk anak-anaknya yang mampu mempergunakan, kemudia 

diteruskan kepada cucu-cucunya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan 

yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam 

pernyataan wakaf. 

2. Wakaf umum (khairi) 

Merupakan wakaf yang semula ditujukan untuk kepentingan 

umum, tidak dikhususkan untuk orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan 

dangan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus 

mengalir sampai wakif tersebut telah meninggal. Apabila harta wakaf 

masih, tetap dapat diambil manfaatnya sehingga wakaf ini dapat dinikmati 

                                                           
49 Muhyiddin Mas Rida, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 161-

162 
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oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk 

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial-

ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan.50 

Dalam bukunya Juhaya S. Praja dan Muhlisin Muzarie yang berjudul 

Pranata Ekonomi Islam Wakaf menyebutkan bahwa wakaf di Pondok Modern 

Darussalam Gontor ada 3 (tiga) macam : 

1. Wakaf Properti (benda tidak bergerak) 

Wakaf yang berupa bangunan atau tanah, untuk dikelola oleh 

Pondok Gontor. Dari situlah Pondok Modern Darussalam Gontor dapat 

berkembang dan sangatlah luas yaitu atas bantuan berupa wakaf dari 

banyak fihak. 

2. Cash Wakaf (wakaf uang) 

Wakaf yang berupa uang dari wali santri, tidak hanya digunakan 

untuk operasional pondok, tetapi menjadi aset pondok yang selanjutnya 

diberdayakan melalui unit-unit usaha milik pondok. 

3. Wakaf Diri (Wakaf Jasa dan Pelayanan) 

Wakaf diri adalah seseorang menyerahkan seluruh hidupnya 

kepada sebuah lembaga untuk dimanfaatkan baik ilmu, tenaga maupun 

jasanya. Di Pondok Gontor sudah sejak tahun 1951 sudah ada beberapa 

santri bahkan alumni santri yang merelakan dirinya sepenuhnya untuk 

kemajuan Pondok.51 

 

                                                           
50 Elsa Kartika Sari, op. cit, hlm. 66 
51 Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, op, cit, hlm. 210-222 


